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MOTTO 

“Think big and don‟t listen to people who tell you it can‟t be done. Life‟s too 

short to think small.” — Tim Ferriss*)¹ 

“In this world nothing can be said to be certain, except death                            

and taxes.”— Benjamin Franklin**)² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹) www.briantracy.com 

²) https://www.brainyquote.com/quotes/benjamin_franklin_129817  
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RINGKASAN 

Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah Kota Surabaya; Novia Laili Asti Damayanti; 170903101046; 

2020; 125 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

Pajak daerah adalah iuran kepada pemerintah daerah yang wajib dibayarkan 

oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan daerah demi 

kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), potensi pendapatan pajak daerah lebih tinggi mengingat 

banyaknya peluang untuk daerah memobilisasi perolehan pajak secara maksimal 

bila dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.  

Pajak parkir sendiri adalah pajak yang dipungut atas tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan oleh penyedia usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha. Pajak daerah Kota Surabaya dikelola oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah. Terdapat 4 tarif yang ditetapkan 

Pemerintah Kota Surabaya atas parkir. Yang pertama untuk penyelenggara tempat 

parkir tetap pajaknya sebesar 20%. Lalu yang kedua bagi penyelenggara tempat 

parkir progresif pajaknya sebesar 25%. Yang ketiga adalah penyelenggara tempat 

parkir valet atau yang sejenis dikenakan pajak 30%. Yang terakhir yaitu 

penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak 

parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.  

Terdapat pula Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pengenaan pajak parkir  

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kendaraan besar seperti truk 

gandeng dan truk peti kemas tarifnya Rp 7.500, truk biasa dan bus serta kendaraan 

sejenisnya bertarif Rp 5.000, truk mini bertarif Rp 4.000, mobil pribadi Rp 3.000, 

sepeda motor Rp 2.000, dan sepeda sebesar Rp 1.000. Namun jika penyedia 

tempat parkir tidak memungut biaya kepada pengguna jasa parkir, maka dasar 

pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah 
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rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat 

penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap.  

Untuk dapat melaporkan dan membayar pajak parkir, terlebih dahulu Wajib 

Pajak harus mendaftarkan objek pajaknya. Pendaftaran Objek Pajak dapat di 

lakukan secara offline dengan cara datang langsung ke kantor BPKPD Kota 

Surabaya, atau secara online melalui website BPKPD Kota Surabaya. Cara 

mendaftarkan Objek Pajak Parkir secara online yaitu terlebih dahulu membuka 

website BPKPD Kota Surabaya, meng-klik daftar e-SPTPD, mengisi data, 

verifikasi akun, lalu akun e-SPTPD sudah jadi dan siap digunakan untuk 

melaporkan SPTPD Pajak Parkir secara online. Untuk melaporkan SPTPD Pajak 

Parkir secara online pun cukup mudah. Wajib pajak yang telah memilik akun e-

SPTPD hanya perlu login ke akun e-SPTPD, memilih pajak parkir, mengisi dan 

menyimpan data, lalu mencetak surat tunggakan pajak yang kemudian bisa di 

bawa ke kantor BPKPD Kota Surabaya, UPTB terdekat, atau bank persepsi yang 

di tunjuk untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah tunggakan 

yang tertera di surat yang telah di cetak tersebut. 

Dalam pelaksanaan penagihan, setelah masa pajak berakhir, Wajib Pajak 

yang memiliki aplikasi Cash Management System (CMS) yang telah terhubung 

dengan BPKPD Kota Surabaya akan mendapat pemberitahuan bahwasanya sudah 

waktunya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki aplikasi CMS, 

maka akan di tunggu sampai waktu jatuh tempo pembayaran. Apabila sampai 

waktu jatuh tempo Wajib Pajak belum membayar, maka akan dilakukan 

penagihan oleh staf penagihan BPKPD Kota Surabaya. Penagihan dilakukan 

dengan cara menyampaikan Surat Teguran. Surat Teguran di sampaikan 3 (tiga) 

kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Surat Teguran akan 

berhenti di sampaikan apabila Wajib Pajak membayar tunggakan pajak pada bulan 

tertagih. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyampaian Surat 

Teguran III Wajib Pajak masih belum membayar, maka akan di lakukan 

penempelan stiker peringatan di lahan parkir yang menunggak pajak oleh staf 

penagihan BPKPD Kota Surabaya. Tujuan penempelan stiker peringatan adalah 
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agar menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak kunjung melunasi 

tunggakan pajaknya. Apabila setelah penempelan stiker peringatan di lakukan 

Wajib Pajak merasa keberatan dengan jumlah tunggakan pajaknya, maka Wajib 

Pajak akan di minta untuk datang ke Kantor BPKPD Kota Surabaya untuk 

melakukan diskusi. Setelah Wajib Pajak dan pihak BPKPD memiliki kesepakatan 

terkait tunggakan pajak tersebut, maka stiker peringatan yang sebelumnya di 

tempel di lahan parkir tersebut akan di lepas oleh staf penagihan BPKPD Kota 

Surabaya. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0641/UN25.1.2/SP/2020, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember.) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah: “kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib 

yang harus di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan kepada 

negara. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada NKRI sebagai 

wujud partisipasi dalam pembangunan negara. Wajib Pajak tidak akan 

mendapat imbalan atau profit secara langsung. Dana hasil pajak tersebut 

nantinya akan di alokasikan untuk kepentingan umum dan pemerintahan, 

seperti contohnya pendanaan pembangunan. Kepada mereka yang 

melanggar atau tidak membayarkan pajaknya, akan dikenakan sanksi dan 

bisa diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. 

Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi 

menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah 

terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak pusat yaitu 

pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Hasil dari pajak pusat yang di gunakan sebagai dana 

pembelanjaan Negara dan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat di 

antaranya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan 

Bea Materai. Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan 

sumber penerimaan terbesar. Pendapatan negara sangat bergantung dengan 

pajak karena pajak menjadi kontribusi lebih dari 75% sebagai sumber 
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pendapatan negara. Besarnya penerimaan pajak ini tidak lepas dari peran 

masyarakat yang cukup sadar akan pentingnya membayar pajak.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah: “kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sumber 

pendanaan kegiatan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pendapatan pajak 

daerah lebih besar mengingat banyaknya objek pajak yang dapat di kelola 

oleh pemerintah daerah bila dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. 

Tujuan diadakannya pungutan pajak daerah adalah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tersebut akan 

menjadi sumber dana untuk menjalankan pemerintahan dan juga untuk 

kepentingan umum, seperti pendanaan kegiatan pemerintahan daerah, 

pendanaan pembangunan daerah, dan lain sebagainya.  

Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 

(lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten / Kota. 

Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak Kabupaten / Kota terdiri dari: 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan 

jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, 

pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia 

dan juga berstatus sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Sebagai ibukota 

provinsi, Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Jawa Timur. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, sampai dengan 
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tahun 2019, jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai angka 3.1 juta jiwa 

atau naik sekitar 60 ribu jiwa dari yang sebelumnya hanya 3.09 juta jiwa di 

tahun 2018. Selain sebagai pusat pemerintahan provinsi, Surabaya juga 

merupakan tempat mengais rezeki bagi banyak orang. Banyak pendatang 

dari seluruh penjuru kota di Jawa Timur yang merantau ke Surabaya untuk 

bekerja. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di Surabaya sendiri banyak 

berdiri perkantoran, pusat perbelanjaan, dan jenis usaha lainnya yang 

memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit.  

Gemerlap Kota Surabaya yang demikianlah yang memikat para 

perantau untuk menguji peruntungannya di kota pahlawan ini. Jika semakin 

banyak orang yang tinggal dan menetap di Surabaya, tentu akan semakin 

banyak fasilitas yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kota. Namun, 

pembangunan fasilitas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 

sehingga pemerintah harus mencari dana sebagai sumber pembiayaan 

pembangunan. Salah satunya melalui pajak. Ada banyak sekali jenis usaha 

yang berlokasi di Surabaya. Seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, 

super market, dan masih banyak lagi jenis usaha yang bisa ditemukan di 

Kota Surabaya. Hal ini masuk akal karena berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Surabaya Surabaya termasuk salah satu kota dengan 

jumlah penduduk yang padat apabila di bandingkan dengan kota dan 

kabupaten lain di provinsi Jawa Timur. Apalagi, di Surabaya juga terdapat 

banyak Perguruan Tinggi, baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tentu saja hal ini menjadi salah satu alasan 

mengapa para usahawan melihat Kota Surabaya sebagai lokasi yang 

strategis untuk memulai bisnis. Keberadaan ragam jenis usaha inilah yang 

memunculkan berbagai jenis pungutan pajak daerah.  

Pajak yang di kelola oleh Pemerintah Kota Surabaya cukup banyak 

jenisnya. Di antaranya pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, Air Tanah, 

Hiburan, Reklame, Parkir, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2). Dengan banyaknya jenis usaha dan padatnya penduduk di Kota 
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Surabaya, pajak-pajak tersebut tentu menjadi sumber pendapatan yang di 

andalkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis 

usaha yang di kenakan pajak adalah lahan parkir. Menurut Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Parkir adalah: 

“keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, 

tempat parkir di Kota Surabaya ada 2 (dua) jenis. yaitu Tempat Parkir di 

dalam Ruang Milik Jalan dan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan. 

Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk 

umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah, seperti parkir di pinggir jalan, di trotoar, atau parkir yang 

peruntukan awalnya bukan sebagai lahan parkir tetap. Sedangkan Tempat 

Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang 

disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, 

perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, 

seperti lahan parkir di pusat perbelanjaan, restoran, salon, dan lain 

sebagainya yang tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkirnya. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah: “pajak atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Pajak Parkir dan pajak 

daerah lainnya di Kota Surabaya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Berikut ini adalah data target dan realisasi 

pajak parir Kota Surabaya dari tahun 2017 – 2019. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Surabaya 

Tahun Pajak Target Realisasi Persentase 

2017 Rp 66.400.000.000 Rp 75.002.121.830 112,96% 

2018 Rp 84.123.987.476 Rp 87.254.067.116 103,72% 

2019 Rp 96.599.734.081 Rp 96.963.415.291 100,38% 

Sumber : Kantor BPKPD Kota Surabaya (2019) 
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Pada tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahun realisasi pendapatan 

pemerintah terhadap pajak parkir selalu melampaui target. Hanya saja, 

persentase kenaikan setiap tahunnya selalu menurun. Bisa dilihat pada tahun 

2017, persentase realisasi pajak parkir mencapai 112% sebesar Rp 

75.002.121.830 dari jumlah target sebesar Rp 66.4 miliar. Pada tahun 2018, 

jumlah target yang di tetapkan naik dari yang sebelumnya Rp 66.4 Miliar 

menjadi Rp 84.1 Miliar. Kenaikan jumlah target yang di tetapkan ini sebagai 

acuan bagi BPKPD khususnya bidang Penagihan Pajak Parkir agar lebih giat 

dalam menagih kepada Wajib Pajak. Meski jumlah target mengalami 

kenaikan, realisasi pajak parkir pada tahun 2018 tetap melampaui target 

walau mengalami penurunan menjadi hanya 103.72% yaitu sebesar Rp 

87.254.067.116 dari jumlah target yaitu sebesar Rp 84.123.987.476. Di 

tahun 2019 pun juga terjadi penurunan persentase realisasi yaitu Rp 

96.599.734.081 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 96.963.415.291. 

Penurunan persentase realisasi pendapatan ini di sebabkan oleh 

meningkatnya target yang di tetapkan Walikota dan DPRD Kota Surabaya, 

tetapi jumlah Wajib Pajak kurang lebih sama setiap tahunnya. Hal ini 

mengakibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota 

Surabaya harus bekerja ekstra dalam mengelola dan merealisasikan target 

yang telah di tetapkan tersebut. 

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan 

beberapa bank milik pemerintah seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank 

Jawa Timur (Jatim) untuk mendukung pelaksanaan sistem online dalam hal 

pelaporan dan pembayaran pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini 

sesuai dengan Pengadaan sistem online yang telah di tuliskan dalam 

Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2017. Pengadaan sistem online adalah 

solusi atas perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang menuntut 

segalanya serba cepat. Di harapkan setelah adanya sistem online ini, Wajib 

Pajak akan lebih mudah untuk melapor dan membayar pajak. Dengan 

mudahnya sistem pelaporan dan pembayaran pajak, akan lebih banyak PAD 

yang di harapkan dapat di terima dari sektor pajak daerah yang nantinya 
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digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota 

Surabaya. 

Penggunakan fasilitas pelaporan SPTPD secara online ini dapat di 

lakukan dengan melalui beberapa tahap. Pertama, Wajib pajak harus terlebih 

dahulu memiliki akun e-SPTPD, yaitu sistem pelaporan SPTPD secara 

online. Pelaporan SPTPD online ini dapat di lakukan dengan cara mendaftar 

di website BPKPD Kota Surabaya. Data-data yang dibutuhkan untuk 

mendaftar adalah sebagai berikut :  

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  (NPWPD); 

2. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengelola yang masih 

berlaku;dan 

3. Surat elektronik (e-mail) yang masih aktif. 

Jika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, 

BPKPD akan mengirimkan tautan aktivasi akun beserta nama pengguna 

(username) dan kata sandi (password) melalui e-mail yang di gunakan untuk 

mendaftar sebelumnya. Username dan password tersebut digunakan untuk 

mengakses data wajib pajak pada website BPKPD. Setelah itu, barulah 

Wajib Pajak bisa melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. 

Namun meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan kemudahan 

akses yang sedemikian rupa kepada masyarakat untuk menyelesaikan 

kewajiban pajaknya, tidak serta merta masyarakat menjadi taat dan 

membayar pajaknya. Karena tidak sedikit dari mereka yang masih awam 

bahkan enggan membayarkan pajaknya. Dalam hal ini, peran Bidang 

Penagihan sangat dibutuhkan demi tercapainya realisasi pajak parkir yang 

telah di tetapkan oleh Walikota dan DPRD Kota Surabaya.  

Penagihan di lakukan oleh Bidang Penagihan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya apabila terdapat Wajib Pajak 

yang menunggak pajak. Tugas Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak 

Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

yaitu melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masih memiliki 

hutang pajak. Pegawai BPKPD Bidang Penagihan biasanya melakukan 
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penagihan di satu wilayah tertentu pada saat menjalankan tugas, tujuannya 

agar tidak terlalu jauh antara wilayah satu dengan lainnya.  

Dalam proses penagihan, terdapat kendala-kendala yang di hadapi 

oleh staf penagihan, seperti di antaranya keberadaan Wajib Pajak yang tidak 

ada di tempat saat di datangi staf penagihan untuk menyampaikan surat 

teguran tanda belum melakukan pembayaran pajak. Ada juga Wajib Pajak 

yang tidak bisa baca tulis, sehingga tidak tahu harus apa dan bagaimana 

dengan pajaknya. Wajib Pajak yang tidak bisa baca tulis biasanya adalah 

Tukang Parkir yang mengurus lahan parkir di luar badan jalan, yang rata-

rata hanya lulusan SD atau bahkan tidak pernah mengenyam bangku 

pendidikan sama sekali. Karena setelah di telusuri lebih lanjut, ternyata ada 

beberapa lahan parkir yang meskipun digunakan sebagai penunjang usaha, 

lahan parkir tersebut tidak di kelola oleh pemilik usaha tersebut melainkan 

di serahkan kepada tukang parkir yang biasa mengelola parkir di sekitar 

tempat usaha tersebut.  

Pengambilan topik pajak parkir di dasarkan pada hasil pengamatan 

penulis terhadap keberagaman jenis lahan parkir di Kota Surabaya, mulai 

dari parkir pusat perbelanjaan, restoran, hotel, parkir di pinggir jalan, dan 

masih banyak lagi. Pengambilan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” di 

dasarkan kepada lokasi penempatan magang yaitu di Bidang Penagihan dan 

Pengurangan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil tugas akhir 

dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya” dengan harapan akan semakin 

banyak Wajib Pajak yang paham bagaimana prosedur penagihan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Setelah melakukan studi pustaka melalui Peraturan daerah 

khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang 
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Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya No. 46 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kota 

Surabaya, penulis menemukan hanya sedikit informasi terkait Penagihan 

Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir di Kota Surabaya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah Prosedur Penagihan Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya?” 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata 

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya 

mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu : 

 

1.3.1. Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Untuk mengetahui dan mempraktikkan Prosedur Penagihan 

Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

Kota Surabaya. 

 

1.3.2. Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur penagihan 

Pajak Parkir pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

Kota Surabaya. 

b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan 

di Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

c. Mendapatkan kesempatan praktik kerja di lingkungan pekerjaan 

yang sebenarnya khususnya pajak parkir.   
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Ini adalah salah satu bentuk 

daripada pengabdian Warga Negara Indonesia kepada NKRI sebagai 

wujud partisipasi dalam permbangunan negara. Pemungutan pajak ini 

didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Wajib Pajak tidak 

mendapat imbalan secara langsung, dan sifatnya memaksa. Kepada 

mereka yang melanggar atau tidak membayarkan pajaknya, akan 

dikenakan sanksi dan bisa diproses secara hukum sesuai undang-undang 

yang berlaku. 

 

2.1.2. Fungsi Pajak 

Keberadaan pungutan pajak bagi keberlangsungan sebuah negara 

sangat krusial. Pajak tak hanya sebagai sumber pendapatan bagi sebuah 

negara, tetapi juga dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah negara. 
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Secara umum, fungsi pajak adalah sebagai sumber dana untuk 

membiayai hampir seluruh kegiatan pemerintahan dan keberlangsungan 

suatu negara. Maka dari itu, penerimaan dari sektor pajak sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. 

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.1.3. Subjek Pajak 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan, Subjek pajak dalam negeri terbagi dalam 3 

(tiga), yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan usaha.  

  

2.1.4. Objek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak. 

 

2.1.5. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) ada tiga pengelompokan pajak, 

yakni:  
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1. Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak 

Penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam 

arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada 

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah.  

3. Menurut Lembaga Pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. 
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2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Official Assessment System  

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak 

yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai 

pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official 

Assessment, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru 

ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan 

Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. 

2. Self Assessment System  

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak 

yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu 

dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi 

online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

3. Withholding System  

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak 

ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat 

pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan 

penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi 

terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk 

membayarkan pajak tersebut. 

 

2.2. Pajak Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 
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Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran 

kepada pemerintah daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau 

badan yang digunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat. 

Pajak daerah berfungsi kurang lebih sebagai salah satu sumber pendanaan 

kegiatan pembangunan di daerah-daerah, selain adanya bantuan dana dari 

pemerintah pusat. Sebagai salah satu sumber penerimaan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah), potensi pendapatan dari pajak daerah lebih 

tinggih mengingat banyaknya peluang untuk daerah memobilisasi 

perolehan pajak secara maksimal bila dibandingkan dengan sumber 

pendapatan PAD yang lainnya.  

Pajak daerah biasanya diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh 

pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah 

pusat hanya menganggarkan dana untuk masing-masing daerah, yang 

selanjutnya akan diolah dan diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui 

RAPBD. Pajak daerah di Kota Surabaya saat ini dikelola oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. 

BPKPD sebagai lembaga pemerintah memiliki wewenang untuk 

memungut, mengatur, dan mengawasi pajak daerah di Kota Surabaya. 

 

2.3. Pengetahuan Umum Seputar Pajak Parkir 

2.3.1. Pengertian Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. Restoran, warung, dan jenis 

usaha apapun yang menyediakan lahan parkir adalah merupakan objek 

pajak. Pemerintah memungut pajak kepada penyedia lahan parkir, baik 

parkir berbayar maupun yang tidak memungut biaya. 
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2.3.2. Pengertian Pajak Parkir  

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Kendaraan yang diparkirkan di luar badan jalan (restoran, mini 

market, mall, dan lain sebaginya) akan dikenakan biaya sewa parkir. Sewa 

parkir sendiri adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang 

diselenggarakan oleh orang atau badan. Biaya sewa parkir tersebut yang 

nantinya akan menjadi dasar pengenaan pajak parkir. 

 

2.3.3. Subjek Pajak Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Apabila seseorang 

memarkirkan kendaraan di suatu tempat parkir, maka orang tersebut 

adalah subjek pajak parkir. 

 

2.3.4. Objek Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Surabaya, parkir di luar 

Ruang Milik Jalan adalah Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah 

fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau 

Badan Hukum Indonesia. Pungutan atas lahan parkir di luar badan jalan 

tersebut di kenakan pajak sesuai dengan Perda yang berlaku dan di kelola 

oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota 

Surabaya. Penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh 

Pemerintah Daerah yang mana hasil pendapatannya masuk kepada Pajak 

Daerah dapat dilaksanakan melalui: 
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a. Parkir Wisata; 

b. Parkir Valet; 

c. Parkir Inap; 

d. Parkir Petak Khusus; dan/atau 

e. Parkir Progresif. 

 

2.3.5. Wajib Pajak Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan tempat parkir. Orang pribadi atau badan yang di 

maksud adalah orang-orang yang menyediakan jasa parkir.  

 

2.3.6. Jenis Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah, Jenis pajak parkir di Kota Surabaya ada 3 

(tiga), yaitu: 

1. Parkir Tetap  

Parkir Tetap yang dimaksud adalah tempat yang 

dipergunakan sebagai tempat parkir umum, seperti lahan 

parkir pusat perbelanjaan, restoran, dan lain-lain. 

2. Parkir Progresif  

Parkir progresif adalah sistem pembayaran parkir yang di 

hitung berdasarkan lamanya waktu parkir. Semakin lama 

kendaraan di parkir di lokasi parkir progresif, biaya yang 

harus di bayar oleh pengguna lahan parkir progresif akan 

semakan besar. 

3. Parkir Valet  

Parkir Valet adalah sebuah jasa dimana penggunanya tidak 

perlu repot mencari memarkirkan kendaraannya. Pengguna 

jasa parkir valet hanya perlu menyerahkan kunci mobil dan 

membiarkan petugas valet parking yang memarkirkan 
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kendaraannya. Jasa parkir valet ini biasa ditemukan di pusat 

perbelanjaan atau di hotel berbintang di kota-kota besar, 

seperti Surabaya. 

Namun, tidak semua lahan yang di fungsikan sebagai tempat parkir 

dapat dikenakan pajak. Lokasi-lokasi parkir yang mendapat pengecualian 

pengenaan pajak parkir adalah :  

a. tempat parkir pemerintah (provinsi/daerah),  

b. parkir kantor yang dipakai karyawannya sendiri, dan  

c. tempat parkir kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing 

dan asas timbal balik. 

 

2.3.7. Tarif Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah, terdapat beberapa tarif yang ditetapkan 

Pemerintah Kota Surabaya atas parkir, yaitu :  

a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada 

penerima  jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap 

dan parkir khusus  dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh 

persen) dari pembayaran yang diterima. 

b. penyelenggara tempat parkir yang  sewa parkir kepada penerima 

jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir progresif (parkir 

langganan) dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari pembayaran yang diterima. 

c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada 

penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa Parkir Valet 

atau parkir yang memberikan  pelayanan sejenis dikenakan pajak 

parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran yang 

diterima. 

d. penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir 

dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari  
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jumlah pembayaran yang seharusnya  dibayar kepada 

penyelenggara tempat parkir. 

Atas tarif tersebut di atas, terdapat pula Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tarifnya adalah 

sebagai berikut :   

Tabel 2.1 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Parkir 

Jenis Kendaraan Tarif 

Truck dengan gandengan, atau kendaraan 

lain yang sejenis 

Rp 7.500,00 

Truck, bus dan alat besar / berat atau 

kendaraan lain yang sejenis 

Rp. 5.000,00 

 

Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis Rp. 4.000,00 

Mobil sedan, pick up atau kendaraan lain 

yang sejenis 

Rp 3.000,00 

Sepeda Motor Rp 1.000,00 

Sepeda Rp 500,00 

Sumber:  Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

 

Jika penyedia tempat parkir tidak memungut biaya kepada 

pengguna jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan 

memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir 

setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 

1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa parkir tetap. Besaran pokok Pajak 

Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 

pengenaan pajak. 

 

2.3.8. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Parkir 

Masa pajak parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap termasuk 

penyediaan penitipan kendaraan bermotor, progresif, valet dan 
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khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 1 (satu) 

bulan kalender; 

b. Bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap progresif, valet dan 

khusus, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor, 

yang tidak menggunakan mesin parkir atau yang 

menggunakan karcis porporasi (karcis parkir dengan logo 

Pemerintah Kota Surabaya) dan penyelenggaraan tempat 

parkir yang bersifat insidentil ditetapkan dalam satuan hari 

sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan. 

Saat terutangnya pajak parkir pada saat dilakukan pembayaran 

dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan tempat parkir atau pada saat disampaikan 

SPTPD. 

 

2.3.9. Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Parkir 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 

2011, jatuh tempo bagi penyelenggaraan tempat parkir tetap, progresif, 

valet dan khusus yang menggunakan mesin parkir ditetapkan 7 (tujuh) hari 

kerja setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan bagi penyelenggaraan 

tempat parkir tetap, progresif, valet dan khusus yang tidak menggunakan 

mesin parkir atau menggunakan karcis porporasi ditetapkan 1 (satu) hari 

kerja setelah berakhirnya masa pajak. 

 

2.4. Pengertian Prosedur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur berarti 

tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; atau metode langkah 

demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur 

adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus 

dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh 

hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan 
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keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, 

dan sebagainya. 

Menurut Ardiyose (2013:5), prosedur adalah suatu bagian sistem 

yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang 

dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar 

agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan 

dilaksanakan secara beragam  

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan atau tahapan yang 

dilakukan secara runtut dan bertahap untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.5. Pengertian Penagihan 

Penagihan sendiri berasal dari kata tagih, yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, perbuatan menagih; 

permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan 

sebagainya.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia 

Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 

Pajak Daerah, Penagihan adalah  serangkaian tindakan agar  Penanggung 

Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur 

Penagihan atau memperingatkan, melaksanakan Seketika  dan Sekaligus,  

memberitahukan Surat Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan,  dan  menjual Barang yang telah 

disita. 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa teori di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa penagihan adalah proses yang dilakukan atau 

dijalankan oleh seseorang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang 

menjadi hak miliknya. 
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2.6. Pelaksanaan Pajak Parkir 

 Di Kota Surabaya, parkir sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 

parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan. 

Perbedaan dari kedua jenis parkir tersebut adalah lokasi dan pengelola 

pungutan dari pendapatan parkir tersebut. Parkir di dalam Ruang Milik 

Jalan adalah jenis parkir yang menggunakan badan jalan (pinggir jalan 

raya) sebagai lokasi parkirnya. Pungutan yang di dapat dari parkir di 

dalam Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya di sebut retribusi parkir 

dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 

Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah lokasi parkir yang 

terletak di luar badan jalan, seperti parkir restoran, hotel, pusat 

perbelanjaan, dan lahan parkir lainnya yang keberadaannya tidak 

mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitarnya. Pungutan yang di dapat 

dari parkir di luar Ruang Milik Jalan yang selanjutnya di sebut pajak 

parkir dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

Kota Surabaya. 

 

2.6.1. Prosedur Pendaftaran e-SPTPD Bagi Wajib Pajak Baru 

Untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya, terlebih dahulu 

wajib pajak harus mendaftarkan diri dan tempat usahanya melalui 

website resmi milik BPKPD Kota Surabaya. Hal ini penting sebagai 

bukti jika Wajib Pajak telah terdaftar secara resmi dan juga sebagai 

alat tracking terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. 

Wajib pajak dapat melaporkan dan membayarkan pajak daerah dengan 

menggunakan e-SPTPD, yaitu sistem pelaporan dan pembayaran 

SPTPD secara online yang di sediakan oleh BPKPD Kota Surabaya. 

Berikut adalah prosedur pendaftaran akun e-SPTPD bagi Wajib Pajak 

baru: 
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Penjelasan :  

1. Membuka website BPKPD Kota Surabaya 

Sebelum dapat melaporkan dan membayar pajak 

terhutang, terlebih dahulu Wajib Pajak harus 

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 

2. Menuju menu Layanan Wajib Pajak –> Pajak Hotel-

Resto-Hiburan-Parkir 

Setelah berhasil masuk ke website BPKPD Kota 

Surabaya, pengguna dapat menemukan menu Layanan 

Prosedur pendaftaran          

e-SPTPD 

1. Membuka website 

bpkpd.surabaya.go.id 

4. Mengisi data yang di 

perlukan  

5. Mengisi kolom captcha dan 

klik „register‟ 

6. Verifikasi akun melalui 

tautan yang di kirim ke e-mail 

terdaftar 

2. Menuju menu Layanan Wajib 

Pajak –> Pajak Hotel-Resto-Hiburan-

Parkir  

3. Pilih „Daftar e-SPTPD‟ 

7. Log-in dengan username & 

password yang tertera di e-mail  
8. Mengganti password untuk 

keamanan pengguna 

9. Akun e-SPTPD                    

siap digunakan 

Gambar 2.1 Prosedur Pendaftaran e-SPTPD 

Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020) 
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Wajib Pajak yang terletak di bagian atas dari website 

tersebut. Setelah menu Layanan Wajib Pajak terbuka, 

arahkan kursor pada sub-menu Pajak Hotel-Resto-

Hiburan-Parkir dan pilih „daftar e-SPTPD‟. 

3. Mengisi data yang di perlukan 

Setelah menu „daftar e-SPTPD‟ terbuka, akan muncul 

formulir pendaftaran user baru. Data yang harus di isi di 

antaranya NPWPD, NIK, e-mail utama dan e-mail 

alternatif (jika tidak memiliki e-mail alternatif bisa di isi 

tanda (-) saja), dan mengisi captcha atau kode keamanan. 

Setelah mengisi, arahan kursor dan klik tulisan „register‟ 

yang terdapat di ujung kanan bawah dari form tersebut. 

4. Verifikasi akun melalui tautan yang di kirim ke e-mail 

terdaftar 

Setelah berhasil mendaftar, pengguna di anjurkan untuk 

segera membuka e-mail yang digunakan sebagai alamat 

e-mail utama pada saat mendaftar user baru. Selanjutnya, 

pendaftar baru diarahkan untuk meng-klik tautan 

verifikasi akun e-SPTPD yang telah di daftarkan 

sebelumnya. 

5. Log-in dengan username & password yang tertera di e-

mail 

Setelah meng-klik tautan tersebut, pendaftar diarahkan 

kembali ke website BPKPD Kota Surabaya untuk 

kemudian log-in ke akun e-SPTPD dengan username dan 

password yang tertera di e-mail verifikasi akun 

sebelumnya. 

6. Mengganti password untuk keamanan data pengguna 

Setelah berhasil masuk, pendaftar yang kini telah 

terdaftar sebagai Wajib Pajak disarankan untuk 

mengganti password lama yang di berikan secara 
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otomatis oleh sistem BPKPD dengan password baru yang 

sekiranya mudah diingat oleh pengguna. Setelah berhasil 

mengganti password, pengguna disarankan untuk log-out 

dari akun e-SPTPD dan kembali log-in menggunakan 

password baru. 

 

2.6.2. Prosedur Pelaporan e-SPTPD 

Setelah memiliki akun e-SPTPD, Wajib Pajak bisa melaporkan 

SPTPD secara online. Sistem pelaporan dan pembayaran secara online 

ini di maksudkan untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu 

pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah di Kota Surabaya. Berikut 

adalah prosedur pelaporan e-SPTPD: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Pelaporan                      

e-SPTPD 

7. Memilih persentase 

pajak sesuai dengan 

jenis usaha parkir  

5. Mengisi tahun  
periode pajak 

6. Mengisi jumlah 

omzet pada periode 

tersebut 

4. Pilih parkir dan klik 

sub-menu „entry 

 

1. Membuka website 

bpkpd.surabaya.go.id 

9. Klik „Selesai dan 

Cetak Validasi‟ 

8. Klik  

„Selesai‟ 

10. Membayar jumlah 

pajak terhutang 

3. Pilih „Login e-SPTPD‟ 

  

2. Menuju menu Layanan 

Wajib Pajak –> Pajak 

Hotel-Resto-Hiburan-Parkir  

Gambar 2.2 Prosedur Pelaporan e-SPTPD 
Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020) 
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Penjelasan :  

1. Log-in ke akun e-SPTPD  

Sebelum melaporkan pajak, terlebih dahulu Wajib Pajak 

diminta untuk log-in melalui website 

bpkpd.surabaya.go.id. Setelah laman website terbuka, 

Wajib Pajak bisa menuju menu Layanan Wajib Pajak, 

lalu arahkan kursor ke sub-menu Pajak Hotel-Resto-

Hiburan-Parkir dan pilih menu „login e-SPTPD‟ 

2. Pilih Parkir dan klik sub-menu „entry SPTPD‟ 

Setelah berhasil masuk, terdapat beberapa pilihan pajak 

yaitu pajak hiburan, hotel, parkir, dan restoran. Arahkan 

kursor pada pilihan „parkir‟, lalu klik „entry SPTPD‟ yang 

muncul saat kursor di arahkan pada pilihan „parkir‟. 

3. Mengisi Data Yang Di Perlukan 

Setelah meng-klik menu „entry SPTPD‟, akan muncul 

data di antaranya adalah Nomor Objek Pajak (NOP), 

nama Objek Pajak (OP), Alamat OP, periode pajak, 

jumlah omzet, persentase, serta pajak terutang. Untuk 

NOP, nama OP, dan Alamat OP sudah terisi secara 

otomatis berdasarkan data NPWPD Wajib Pajak. Data 

yang harus di isi adalah jumlah omzet sesuai dengan 

bulan periode yang akan di laporkan, dan memilih 

persentase pajak sesuai jenis lahan parkir yang di kelola 

oleh Wajib Pajak (parkir tetap 20%, parkir progresif 25%, 

parkir valet 30%). Setelah mengisi omzet dan memilih 

persentase pajak, jumlah pajak terutang pada kolom pajak 

terutang akan terisi secara otomatis. 

4. Validasi 

Setelah selesai mengisi data yang di perlukan, Wajib 

Pajak bisa meng-klik selesai. Data tersebut akan 

tersimpan untuk selanjutnya di cek oleh Wajib Pajak 
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sebelum melakukan validasi akhir. Apabila masih ada 

data dari periode lain yang belum dilaporkan, maka 

Wajib Pajak bisa mengulang langkah nomor 3. Jika sudah 

merasa yakin, Wajib Pajak bisa meng-klik „selesai dan 

cetak validasi‟ yang terletak di pojok kanan di bawah 

tabel data. Setelah itu, akan muncul lembar tagihan yang 

berisikan ID bayar, total tagihan pajak, serta tanggal jatuh 

tempo. Lembaran tersebut bisa di bawa saat akan 

membayar pajak. Pembayaran dapat di lakukan di loket 

BPKPD Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Badan 

(UPTB) terdekat, atau melalui bank yang telah bekerja 

sama dengan BPKPD Kota Surabaya, yaitu Bank Mandiri, 

BNI, BRI, dan Bank Jawa Timur (Jatim). Namun apabila 

pembayaran di lakukan lewat dari tanggal jatuh tempo, 

maka pembayaran hanya bisa di lakukan di Kantor 

BPKPD Kota Surabaya atau UPTB terdekat dengan 

dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) persen setiap bulan 

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1. Lokasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilakukan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang berada di 

Jalan Jimerto No. 25-27 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. 

 

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan 

Surat Tugas No. 0641/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai tanggal 2 Maret 

sampai dengan 30 April 2020 atau 42 (empat puluh dua) hari kerja di 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 

Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan 

jam kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota 

Surabaya yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 11.30 – 12.30 

Jum‟at 08.00 – 15.00 11.30 – 13.00 

Sabtu s/d Minggu Libur 

Sumber : Kantor BPKPD Kota Surabaya (2020) 

 

3.1.3. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat 

kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya 

dibidang perpajakan. Persyaratan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa 

tingkat akhir untuk melaksanakan Praktik Kerja Nyata atau magang, 

apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari 
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jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktik Kerja 

Nyata dapat dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik 

negara, perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari 

instansi yang terkait. Praktik Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditentukan oleh Program Studi Diploma III 

Perpajakan.  

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa 

tahapan, antara lain sebagai berikut. 

a. Pemograman  

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja Nyata, 

diwajibkan untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi 

(KRS) dengan mata kuliah yang ditempuh Praktik Kerja Nyata dan 

Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata. 

b. Penentuan Lokasi Praktik Kerja Nyata  

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 

106 SKS dapat menentukan lokasi Praktik Kerja Nyata meliputi 

lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD).  

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan  yang 

diperlukan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata dilokasi tersebut. 

apabila telah terpenuhi maka mahasiswa mengantarkan proposal 

Praktik Kerja Nyata beserta dengan surat pengantar Praktik Kerja 

Nyata yang berasal dari fakultas. 

d. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa 

instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut 

diberikan kepada pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma 

III Perpajakan. 
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e. Surat Tugas  

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan 

memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat 

tugas dosen supervisi.  

f. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud. 

 

3.2. Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan 

3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan kegiatan dibuat laporan tugas akhir oleh penulis 

dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”, penulis ditempatkan di 

Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah. Bidang Penagihan 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang 

menunggak pajak.  

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

yang berada di BPKPD Kota Surabaya memiliki target yang ingin dicapai, 

yaitu: 

1. Mendapatkan informasi tentang bagaimana prosedur penagihan 

Pajak Parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah Kota Surabaya.  

2. Mendapatkan informasi atas realisasi pencapaian target yang 

sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah Kota Surabaya selama tahun 2015 sampai 2020.  

3. Mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait dengan 

adanya penunggakan pembayaran Pajak Parkir oleh Wajib 

Pajak.  

4. Mendapatkan presentase realisasi pendapatan Pajak Parkir dari 

tahun ke tahun.  

Sedangkan untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam pemenuhan 

penulisan Tugas Akhir akan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini, yaitu: 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29 
 

1. Mengikuti jadwal kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 

2. Membantu kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pajak Daerah Kota Surabaya sesuai dengan bagian 

ditempatkannya penulis.  

3. Mengikuti jalannya kegiatan yang sudah ditentukan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya atas 

tugas yang akan diberikan dengan adanya Praktik Kerja Nyata. 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilakukan di Bidang Penagihan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada 

tanggal 2 Maret – 30 April 2020 setiap hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 

16.00 WIB dan pukul 08.00 – 15.00 WIB di hari Jum‟at (Sabtu dan 

Minggu libur). Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di tempat 

Praktik Kerja Nyata sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Daily Activities Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata Pada Bulan         

Maret – April Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keunagan dan Pajak 

Daerah Kota Surabaya 

 

No 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

 

Kegiatan 

 

Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

 

1 

 

Senin, 2 Maret 2020 

Penanggungjawab : 

1. Bapak Budi 

2. Ibu Dra. 

Nurhayati, M.M. 

 

a. Pengenalan pada staf 

bidang penagihan 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak 

Daerah Kota 

Surabaya. 

 

a. Mengenal pegawai 

bidang penagihan di 

Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak 

Daerah Kota Surabaya. 
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(a) (b) (c) (d) 

   

b. Melakukan 

Wawancara singkat 

terkait sistem 

penagihan di BPKPD 

Kota Surabaya 

c. Penempatan di Bagian 

Pajak Parkir 

 

b. Mengetahui bahwa 

terdapat target yang 

ditetapkan Pemerintah 

Kota Surabaya. 

 

c. Mengetahui bahwa 

setiap karyawan 

memiliki sub bidang 

pajak dan tugas yang 

berbeda-beda walau 

satu ruangan. 

 

 

 

2 

 

Selasa, 3 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

a. Membantu crosscheck 

data terkait apakah 

Wajib Pajak masih 

memiliki tanggungan 

pajak atau tidak. 

 

 

 

b. Membantu mencetak 

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

untuk surat teguran 

yang telah dicetak 

sebelumnya. 

 

 

a. Apabila ditemukan data 

bahwa Wajib Pajak 

belum menyelesaikan 

kewajiban pajaknya, 

maka akan dibuat surat 

teguran untuk 

selanjutnya ditagih 

pajaknya. 

b. Mengetahui bahwa 

setiap surat teguran 

selalu disertai dengan 

BAP. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

3.  

 

Rabu, 4 Maret 2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

 

a. Membantu merekap 

data surat teguran 

yang telah ditagih 

dalam tabel rekap 

harian. 

 

 

 

 

b. Melakukan wawancara 

terkait Teknis 

Penagihan Pajak. 

 

a. Mengetahui bahwa 

setelah melakukan 

kegiatan penagihan, 

staf yang bersangkutan 

merekap data Wajib 

Pajak yang telah 

didatangi dan ditagih 

pajaknya pada hari 

tersebut. 

b. Mengetahui tentang 

Teknis Penagihan Pajak 

secara detail 

 

4. 

 

Kamis, 5 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Membantu crosscheck 

data terkait apakah 

Wajib Pajak masih 

memiliki tanggungan 

pajak atau tidak. 

 

Apabila ditemukan data 

bahwa Wajib Pajak 

belum menyelesaikan 

kewajiban pajaknya, 

maka akan dibuat surat 

teguran untuk 

selanjutnya ditagih 

pajaknya. 

 

5. 

 

Jum‟at, 6 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Melakukan 

wawancara terkait 

Suka Duka dan 

Kendala Proses 

Penagihan Pajak 

Parkir 

 

Mengetahui tentang 

Suka Duka dan 

Kendala Proses 

Penagihan Pajak Parkir 
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(a) (b) (c) (d) 

 

6. 

 

 

Senin, 9 Maret 2020 

Penanggungjawab :

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

 

Membantu scanning 

dokumen penagihan 

yang sudah selesai. 

 

 

Dokumen yang di-scan 

diantaranya adalah 

surat teguran, Berita 

Acara Penagihan 

(BAP) penagihan, dan 

berita acara 

penempelan  stiker, 

dimaksudkan untuk 

melakukan perekaman 

dokumen secara digital. 

 

7.  

 

Selasa, 10 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

a. Membantu 

crosscheck data 

terkait apakah Wajib 

Pajak masih memiliki 

tanggungan pajak 

atau tidak. 

 

 

b. Membantu mencetak 

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

untuk surat teguran 

yang telah dicetak 

sebelumnya. 

 

 

 

 

a. Apabila ditemukan data 

bahwa Wajib Pajak 

belum menyelesaikan 

kewajiban pajaknya, 

maka akan dibuat surat 

teguran untuk 

selanjutnya ditagih 

pajaknya. 

b. Mengetahui bahwa 

setiap surat teguran 

selalu disertai dengan 

BAP. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

8. 

 

Rabu, 11 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

a. Membantu mencetak 

surat teguran dengan 

mengecek apakah 

Wajib Pajak masih 

memiliki tanggungan 

pajak atau belum. 

b. Membantu mencetak 

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

untuk surat teguran 

yang telah dicetak 

sebelumnya. 

 

a. Tercetak surat teguran 

dari para Wajib Pajak 

yang belum 

menyelesaikan 

kewajiban pajaknya. 

 

b. Mengetahui bahwa setiap 

surat teguran selalu 

disertai dengan BAP. 

 

9. 

 

Kamis, 12 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

1. Nurhayati, S.E., 

M.M. 

2. Prabowo  

Hutomo 

 

Melakukan proses 

penempelan stiker di 

tempat usaha Wajib 

Pajak yang masih 

menunggak pajak di 

daerah Karang  

Menjangan dan 

Manukan. 

 

Penempelan  stiker 

dilakukan akibat Wajib 

Pajak menunggak pajak 

hingga berbulan-bulan, 

sehingga penempelan 

stiker dilakukan guna  

memberikan efek jera 

kepada penunggak 

pajak. 

 

10. 

 

Jum‟at, 13 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Perda Nomor 4 

Tahun 2011. 

 

Mengetahui isi dari 

Perda Nomor 4 Tahun 

2011, khususnya 

tentang pajak parkir. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

11. 

 

Senin, 16 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

a. Membantu mencetak 

surat teguran dengan 

mengecek apakah 

Wajib Pajak masih 

memiliki tanggungan 

pajak atau belum. 

b. Membantu mencetak  

Berita Acara 

Penagihan (BAP) 

untuk surat teguran 

yang telah dicetak 

sebelumnya. 

 

a. Mengetahui cara 

memilah dan mencetak 

surat teguran dari para 

Wajib Pajak yang 

belum menyelesaikan 

kewajiban pajaknya. 

b. Mengetahui bahwa  

setiap surat teguran 

selalu disertai dengan 

BAP. 

 

12. 

 

Selasa, 17 Maret 

2020 

Penanggungjawab :  

1. Alvian Putra 

Pratama, S.ST.  

2. Desy Tri 

Widiyanti, S.E. 

 

Membantu mengecek 

data Wajib Pajak 

yang terkena double 

tax. 

 

 

Mengetahui apakah 

ada Wajib Pajak yang 

secara tidak sengaja 

membayar pajaknya 

lebih dari sekali 

(double tax). 

 

 

13. 

 

Rabu, 18 Maret 

2020 

Penanggungjawab :  

1. Alvian Putra 

Pratama, S.ST.  

2. Desy Tri 

Widiyanti, S.E. 

 

Membantu mengecek 

data Wajib Pajak 

yang terkena double 

tax. 

 

 

Mengetahui apakah 

ada Wajib Pajak yang 

secara tidak sengaja 

membayar pajaknya 

lebih dari sekali 

(double tax). 
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(a) (b) (c) (d) 

 

14. 

 

Kamis, 19 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

 

Berdiskusi terkait 

Pajak Daerah. 

 

Memahami lebih dalam 

tentang Pajak Daerah. 

 

 

15. 

 

 

Jum‟at, 20 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

 

Berdiskusi terkait 

Perda Nomor 4 

Tahun 2011. 

 

 

Membaca dan 

menelaah lebih lanjut 

perihal isi dari Perda 

Nomor 4 Tahun 2011 

pada Bab  yang 

membahas tentang 

pemungutan pajak. 

 

16. 

 

Senin, 23 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

target dan realisasi 

penerimaan pajak 

daerah Kota 

Surabaya. 

 

Mengetahui berapa 

banyak pendapatan 

daerah Kota Surabaya 

yang bersumber dari 

pajak daerah. 

 

17. 

 

Selasa, 24 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Pajak Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Pajak Parkir. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

18. 

 

Kamis, 26 Maret 

2020 

Penanggungjawab :  

1. Alvian Putra  

Pratama, S.ST.  

2. Desy Tri 

Widiyanti, S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Perda Nomor 4 Tahun  

2011. 

 

Mengetahui isi dari 

Perda Nomor 4 Tahun 

2011, khususnya 

tentang pajak parkir. 

 

19. 

 

Jum‟at, 27 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

pengertian pajak 

menurut Undang-

Undang dan para ahli. 

 

 

Mendapati bahwa 

terdapat perbedaan 

pendapat antara ahli 

satu dan yang lain, 

hanya saja pendapatnya 

tidak terlalu berbeda 

jauh. 

 

 

20. 

 

Senin, 30 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

prosedur yang harus 

Wajib Pajak 

dilakukan sebelum  

dapat melaporkan 

SPTPD secara online. 

 

Mengetahui bahwa 

sebelum dapat 

melaporkan SPTPD, 

terlebih dahulu Wajib  

Pajak diharuskan untuk 

memiliki akun e-

SPTPD. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

21. 

 

Selasa, 31 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

jatuh tempo 

pembayaran pajak 

parkir. 

 

Mengetahui tentang 

waktu jatuh tempo 

pembayaran pajak 

parkir 

 

 

22. 

 
 
 
 

 

Rabu, 1 April 2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Objek Pajak Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Objek Pajak Parkir. 

 

23. 

 

Kamis, 2 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

 

Berdiskusi terkait 

Fungsi Pajak. 

 

Mengetahui tentang 

Fungsi Pajak. 

 

24. 

 

 

Jum‟at, 3 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

 

 

 

 

Berdiskusi terkait 

Subjek Pajak. 

 

Mengetahui tentang 

Subjek Pajak. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

25. 

 

Senin, 6 April 2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Pengertian Pajak 

Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Pengertian Pajak Parkir. 

 

26. 

 

 

Selasa, 7 April 2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Jenis Pajak Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Jenis Pajak Parkir. 

 

27. 

 

 

Rabu, 8 April 2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Tanya jawab terkait 

Tarif Pajak Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

perbedaan Tarif Pajak 

Parkir pada Perda dan 

pelaksanaannya. 

 

28. 

 

 

Kamis, 9 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Tarif Dasar 

Pengenaan Pajak 

Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Tarif Dasar Pengenaan 

Pajak Parkir. 

. 

29. 

 

Senin, 13 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Berita Acara 

Penagihan (BAP). 

 

Mengetahui bagaimana 

Berita Acara Penagihan 

(BAP) dibuat dan 

fungsi dari Berita 

Acara Penagihan 

(BAP). 
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(a) (b) (c) (d) 

 

30. 

 

 

Selasa, 14 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Surat Teguran. 

 

Mengetahui bahwa 

terlebih dahulu BPKPD 

melayangkan 3 (tiga) 

kali surat teguran  

sebelum akhinya 

dilakukan penempelan 

stiker peringatan. 

 

 

31. 

 

Rabu, 15 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait tata 

cara penagihan pajak 

parkir. 

 

Mengetahui bahwa 

terdapat beberapa 

prosedur yang harus 

dilakukan sebelum 

melakukan penagihan. 

 

 

32. 

 

Kamis, 16 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

Tarif Pajak Parkir. 

 

Mengetahui tentang 

Tarif Pajak Parkir. 

 

33. 

 

Jum‟at, 17 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

pembayaran pajak 

parkir. 

 

Mengetahui bahwa ada 

3 (tiga) cara untuk 

membayar tagihan 

pajak parkir, yaitu 

melalui UPTB, bank 

persepsi, dan kantor 
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(a) (b) (c) (d) 

    

BPKPD Kota Surabaya 

 

34. 

 

 

 

Senin, 20 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

 

Berdiskusi terkait 

mengapa Surat 

Teguran dan BAP 

selalu dicetak 2 (dua) 

rangkap. 

 

 

Mengetahui bahwa pada 

saat setelah melakukan 

penagihan, lembar 

pertama (warna putih) 

akan diberikan kepada 

Wajib Pajak, sedangkan 

lembar kedua (warna 

merah muda) akan 

dibawa kembali ke 

kantor dan 

diperuntukkan sebagai 

arsip BPKPD Kota 

Surabaya. 

 

35. 

 

Selasa, 21 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

target dan realisasi 

penerimaan pajak 

parkir. 

 

Mengetahui bahwa 

terdapat target 

penerimaan pajak yang 

telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota 

Surabaya, yang di 

jadikan sebagai acuan 

bidang penagihan demi 

mencapai target  

realisasi pendapatan 

pajak parkir. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

36. 

 

Rabu, 22 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Alvian Putra 

Pratama, S.ST. 

 

Berdiskusi terkait 

perubahan sistem 

pemungutan pajak 

dari taksasi (nominal 

pajak ditentukan  oleh 

petugas) ke sistem 

MPS (Memungut 

Pajak Sendiri). 

 

 

Mengetahui tentang 

mengapa sistem 

pemungutan pajak 

berubah dari yang 

sebelumnya 

menggunakan sistem 

taksasi ke sistem MPS. 

 

37. 

 

Kamis, 23 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E.  

 

Berdiskusi terkait 

penggunaan Berita 

Acara Penagihan. 

 

Mengetahui tentang 

penggunaan Berita 

Acara Penagihan dalam 

proses penagihan Pajak 

Parkir. 

 

38. 

 

Jum‟at, 24 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Perbedaan Pajak 

Parkir dan Retribusi 

Parkir. 

 

 

Memahami tentang 

Perbedaan Pajak Parkir 

dan Retribusi Parkir. 

 

39. 

 

Senin, 27 April  

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Meminta data yang 

berkaitan dengan 

pajak parkir. 

 

Mendapat data yang 

dibutuhkan. 
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(a) (b) (c) (d) 

 

40. 

 

Selasa, 28 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Berdiskusi terkait 

Sistem Pembayaran 

Pajak Parkir secara 

online. 

 

Memahami tentang cara 

membayarkan pajak 

parkir secara online. 

 

41 

 

Rabu, 29 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Dra. Nurhayati, 

M.M. 

 

Melakukan penilaian 

magang bersama 

Kepala Sub Bidang 

Penagihan Pajak 

Hotel, Restoran, 

Parkir, dan 

Penerangan Jalan. 

 

Mendapat nilai atas 

kinerja penulis selama 

melaksanakan kegiatan 

magang di BPKPD Kota 

Surabaya. 

 

42. 

 

Kamis, 30 April 

2020 

Penanggungjawab : 

Desy Tri Widiyanti, 

S.E. 

 

Meminta data yang 

berkaitan dengan 

pajak parkir. 

 

Mendapat data yang 

dibutuhkan. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini yaitu: 

a. Data Kuantitatif  

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. 

Data kuantitatif pada Laporan Tugas Akhir ini adalah Tabel 

Realisasi Pajak Daerah tahun 2011 – 2020. 
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak 

dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data dalam 

Laporan Tugas Akhir ini berupa hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan penulis dengan staf penagihan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya 

Bidang Penagihan Sub Bidang Pajak Parkir. 

 

3.3.2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 

sebagai berikut (Yulianto dkk., 2018:37). 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

original. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna jasa. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam Laporan Tugas Akhir adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap 

suatu objek (Sugiyono, 2015: 204). Data dalam metode ini didapat 

dengan pengumpulan data dari hasil pengamatan selama di tempat 

magang. 

b. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan 

dengan menganalisis isi dokumen atau kegiata dalam dokumen 
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(Indra dan Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang diteliti dalam 

kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah yang berhubungan 

dengan Pajak Parkir. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang 

untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya 

jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan 

atau makna dalam topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 

2015:72). Dalam Laporan Tugas Akhir ini yang diwawancarai 

adalah terkait dengan Pajak Parkir, dan orang-orang yang 

diwawancarai adalah staf penagihan Bidang Penagihan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilaksanakan 

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dapat 

disimpulkan bahwa untuk melakukan penagihan, terdapat prosedur yang 

di lakukan staf penagihan BPKPD Kota Surabaya. Prosedur yang 

dilakukan yaitu: 

1. Setelah masa pajak berakhir, Wajib Pajak akan diingatkan 

melalui aplikasi CMS, bagi yang tidak memiliki aplikasi tersebut 

maka akan di tunggu hingga tanggal jatuh tempo pembayaran 

pajak. 

2. Mencetak dan menyampaikan Surat Teguran 1, II, dan III kepada 

Wajib Pajak dengan jangka waktu untuk masing-masing Surat 

Teguran selama 7 (tujuh) hari bagi Wajib Pajak yang sampai 

tanggal jatuh tempo pembayaran pajak masih belum bayar. 

3. Melakukan penempelan stiker peringatan apabila setelah 3 (tiga) 

kali penyampaian Surat Teguran masih belum ada pembayaran 

pajak. 

4. Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan pajak apabila di 

perlukan. Keringanan yang dapat diajukan adalah berupa 

pengajuan pengurangan pajak atau pengajuan angsuran. 

5. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara Wajib Pajak dengan 

pihak BPKPD, entah itu mendapat keringanan berupa 

pengurangan pajak atau pembayaran secara mengangsur, barulah 

stiker peringatan bisa di lepas oleh staf penagihan BPKPD Kota 

Surabaya. 
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5.2. Saran  

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan 

Praktik Kerja Nyara ini memberikan saran kepada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :  

1. Memberikan sosialisasi bagi Wajib Pajak tentang sistem online dan 

memberi penyuluhan terkait prosedur pelaporan dan penyetoran 

pajak daerah secara online. 

2. Membuka layanan mobile service yang di tempatkan di pusat 

keramaian, seperti di taman kota, pusat perbelanjaan, atau di lokasi 

car free day yang biasanya di adakan setiap hari Minggu untuk 

membantu Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam hal 

melaporkan dan membayarkan pajak secara online;dan 

3. Menerapkan sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang kedapatan hanya 

melaporkan SPTPD tetapi tidak membayar pajak dan/atau kepada 

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak membuat catatan 

penghasilan atas lahan parkir yang dikelolanya apapun alasannya
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1. Surat Permohonan Magang di BPKPD Kota Surabaya  
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2. Surat Tanda Diterima Magang di BPKPD Kota Surabaya  
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8. Contoh Berita Acara Penagihan (BAP) Pajak Parkir 
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19. Peraturan Waikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 
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20. Transkrip Wawancara I 

Transkrip Wawancara 1 

 

Narasumber  : Ibu Nurhayati (Kasubbid. Penagihan Pajak 

Parkir, Hotel, Restoran, Penerangan Jalan) 

Hari, Tanggal  :  Senin, 2 Maret 2020 

Jam  :  08.30 – 9.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kasubbid. Penagihan Pajak Parkir, 

Hotel, Restoran, dan Penerangan Jalan 

Topik Wawancara  :  Target Realisasi Pajak Daerah 

 

Pewawancara : Assalamu‟alaikum, Ibu. Maaf mengganggu waktunya, Apa Ibu 

ada waktu?  

Narasumber  : Wa‟aalaikumsalam. Ya, Mbak. Silakan duduk. 

Pewawancara : Begini, Bu. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sistem 

penagihan yang di terapkan di BPKPD Kota Surabaya ini, Bu. 

Narasumber : Iya mbak. Di BPKPD sendiri sudah ada target yang di tetapkan 

bersama oleh Walikota dan DPRD Kota Surabaya. Targetnya 

juga sudah di tentukan sesuai bidangnya, Mbak. Misalnya, untuk 

parkir targetnya sekian, untuk restoran targetnya sekian, untuk 

hotel targetnya sekian. Seperti itu, Mbak. 

Pewawancara : Oh, begitu ya Bu. Kalau misalnya target tidak tercapai, 

bagaimana ya bu? Apa ada efek yang di timbulkan?  

Narasumber : Kalau target tidak terpenuhi, efeknya lebih ke terhambatnya 

rencana-rencana pembangunan. Karena target yang di tetapkan 

itu „kan di dasarkan kepada keperluan pembangunan di Kota 

Surabaya, Mbak.  

Pewawancara : Wah, begitu ya Bu? Efeknya cukup signifikan juga ternyata. 

Narasumber : Iya, Mbak. Tugas Walikota „kan merancang anggaran bersama 

DPRD. Nanti, tugas BPKPD ya untuk memenuhi target tersebut 
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agar pembangunan di Kota Surabaya berjalan lancer sesuai 

rencana. Kita ini yang akhirnya lari kesana-kemari menagih 

pajak, biar targetnya bisa terpenuhi. 

Pewawancara : Iya, Bu. Untuk teknis penagihannya bagaimana ya, Bu? 

Narasumber : Nanti untuk detail teknisnya bisa di jelaskan oleh Bu Desy. Dia 

yang bertugas mengurus teknis dan menagih pajak. Kamu ambil 

tema parkir „kan? 

Pewawancara : Iya, Bu. Saya ambil tema parkir. 

Narasumber : Ya sudah. Nanti kalau ada yang mau di tanyakan lebih detail soal 

penagihan, bisa langsung ke Bu Desy saja. 

Pewawancara : Baik, Ibu. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. 

Narasumber : Sama-sama, Mbak. Tidak apa-apa, kalau ada yang ingin di 

tanyakan lagi jangan sungkan-sungkan ke ruangan saya. 

Pewawancara : Baik, Ibu. Saya permisi dulu. 
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21. Transkrip Wawancara II 

Transkrip Wawancara II 

 

Narasumber  : Ibu Desy Tri Widiyanti (Staf Penagihan 

Bidang Pajak Parkir) 

Hari, Tanggal  :  Rabu, 4 Maret 2020 

Jam  :  09.00 – 10.00 

Tempat Wawancara  :  Ruang Kerja Bidang Penagihan  

Topik Wawancara  :  Teknis Penagihan Pajak 

 

Pewawancara : Permisi, Bu. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak?  

Narasumber  : Boleh, dong. Panggil Mbak saja, Dik. Aku seperti tua banget 

dipanggil Ibu. 

Pewawancara : Haha, iya Mbak. Mau nanya, kalau mau melakukan proses 

penagihan itu gimana ya,  Mbak? 

Narasumber : Aku biasanya nentuin mau nagih ke daerah mana dulu sama 

Alvian. Biar lebih efisien jadi nagihnya mencar nggak di satu 

daerah yang sama. Terus, sebelum nagih itu di cek dulu data 

Wajib Pajaknya. Di sini ada aplikasi dari bidang pendataan untuk 

ngecek data Wajib Pajak. Terus nanti di lihat, Wajib Pajak sudah 

bayar (pajaknya) atau belum pakai aplikasi dari bidang 

penagihan. Kalau aku, biasanya aku pilih tempat usaha Wajib 

Pajak yang searah atau sedaerah gitu. Jadi misal hari ini aku mau 

nagih di daerah Jemursari, nanti di aplikasi pendataan tinggal di 

filter alamatnya untuk daerah Jemursari saja. Baru nanti di cek di 

aplikasi penagihan ada tagihan yang belum dibayar atau belum. 

Pewawancara : Oh, jadi tiap bidang ada aplikasinya sendiri ya, Mbak? Terus 

kalau ada tagihan, selanjutnya gimana ya, Mbak? 

Narasumber : Iya, Dik. Tiap aplikasi itu juga sudah terkoneksi satu sama lain, 

jadi udah simple, nggak perlu bolak-balik ke bidang pendataan 

kalau cuma untuk mencocokkan data aja. Juga lebih hemat kertas 
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sih, soalnya datanya nggak perlu di print. Tinggal lihat di 

komputer masing-masing aja. 

Pewawancara : Iya, Mbak. Jadi lebih cepat juga kerjanya kalau gitu. Nah kalau 

ada tagihan, itu nanti gimana ya, Mbak? 

Narasumber : Di aplikasi penagihan itu, setelah mengetik Nomor Objek Pajak 

(NOP) Wajib Pajak, bakal keluar tabel data gitu, Dik. Tabel itu 

isinya Nomor Objek Pajak (NOP), periode pajak, sama data 

pembayaran pajak. Kalau di tabel tagihan pajak ada nominalnya, 

berarti Wajib Pajak udah bayar untuk periode itu. Kalau masih 0 

(nol), berarti Wajib Pajaknya belum bayar. Nah itu nanti yang di 

buatkan surat teguran. 

Pewawancara : Lalu, bagaimana cara membuat surat tegurannya, Mbak? 

Narasumber : Nanti langsung di klik aja, Dik. Langsung muncul format surat 

teguran otomatis. Tinggal di print di mesin print khusus surat 

teguran dan BAP, langsung jadi dua rangkap surat tegurannya. 

Pewawancara : BAP itu apa, Mbak? Terus, kenapa „kok harus dua rangkap, 

Mbak? 

Narasumber : BAP itu Berita Acara Penagihan, Dik. Gunanya sebagai bukti kita 

sudah menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Dua rangkap itu nantinya lembar pertama, yang 

warna putih, nanti diberikan ke Wajib Pajaknya. Nah, lembar 

kedua yang warna pink ini gunanya untuk arsip BPKPD. Semua 

surat teguran, BAP pasti dua rangkap. Ya gunanya untuk arsip, 

bukti kalau BPKPD sudah melakukan penagihan kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

Pewawancara : Kalau semisal setelah disampaikan surat teguran itu, Wajib Pajak 

tidak kunjung membayar pajaknya, bagaimana Mbak? 

Narasumber : Kita beri waktu dulu sampai tujuh hari setelah surat teguran 

pertama disampaikan. Kalau sampai tujuh hari wajib pajak belum 

bayar, nanti disampaikan surat teguran kedua. Di beri waktu lagi 

sampai tujuh hari. Kalau masih belum bayar, akan disampaikan 

surat teguran ketiga. Kalau sampai tujuh hari setelah surat 

teguran ketiga disampaikan, Wajib Pajak belum juga membayar, 

nanti dari pihak BPKPD akan melakukan tindakan berupa 

penempelan stiker peringatan.  
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Pewawancara : Wah, seperti itu ternyata sistemnya ya Mbak. Kalau misalnya, 

Wajib Pajak tidak terima di tempeli stiker di tempat usahanya 

bagaimana Mbak? Apa pernah terjadi yang seperti itu Mbak? 

Narasumber : Seingat aku sih nggak ada yang sampai parah banget sih, Dik. 

Paling kalau misal merasa keberatan, Wajib Pajak diminta datang 

ke kantor BPKPD untuk melakukan diskusi. Nanti coba kamu 

tanya Alvian soal itu. Dia yang lebih paham soalnya. 

Pewawancara : Baik, Mbak. Nanti saya tanya Pak Alvian. Oh iya, Mbak. Saya 

kemarin dengar dari teman saya yang mengambil judul resto. 

Katanya di Pajak Restoran ada proses pemeriksaan berupa 

pengedokan dan silent. Kalau di parkir ada juga nggak Mbak 

yang seperti itu? 

Narasumber : Ada. Prosesnya sama saja dengan Resto.  

Pewawancara : Oh, gitu ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak, maaf saya banyak 

pertanyaan. 

Narasumber : Nggak apa-apa, Dik. Itu kan fungsinya kamu magang, biar lebih 

tahu sistem disini tuh gimana.  

Pewawancara : Hehe, iya Mbak. Terima kasih banyak. 
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22. Transkrip Wawancara III 

Transkrip Wawancara III 

 

Narasumber  : Bapak Alvian Putra Pratama (Staf Penagihan  

    Bidang Pajak Parkir) 

Hari, Tanggal  : Jum‟at, 6 Maret 2020 

Jam  : 09.00 – 10.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kerja Bidang Penagihan  

Topik Wawancara  : Suka Duka dan Kendala Proses Penagihan 

Pajak Parkir 

 

Pewawancara : Permisi, Pak. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak? 

Narasumber  : Boleh. Panggil Mas saja lah. Masa‟ Desy dipanggil Mbak tapi 

aku dipanggil Bapak? Tua banget aku dipanggil Bapak. 

Pewawancara : Haha, oke Mas. Mau nanya-nanya sebentar boleh tidak, Mas? 

Narasumber : Iya, boleh. Mau nanya apa? 

Pewawancara : Ini, Mas. Kemarin „kan saya baca-baca Perda Pajak Daerah Kota 

Surabaya, kok bisa tarifnya beda-beda ya Mas tiap jenis 

kendaraan? Sama tarif tiap jenis parkir kenapa beda-beda ya, 

Mas? 

Narasumber : Kalau besar tarif sewa itu sebenarnya Dasar Pengenaan Pajak aja, 

istilahnya kayak besar tarif yang dianjurkan oleh Pemerintah 

Kota. Jadi misal kendaraan truk besar itu kan di Perda tarifnya 

Rp 7.500, kalau misal lebih dari itu ya nggak apa-apa. Asal nanti 

saat ngisi SPTPD omzetnya jelas. Nah, kalau untuk tarif pajak 

parkir yang beda-beda itu „kan menyesuaikan jenis usahanya 

juga. Kenapa jenis parkir progresif dan valet bisa lebih besar 

daripada jenis usaha parkir tetap? Ya gampang aja, karena dua 

jenis usaha tadi pendapatannya lebih besar. Kalau tarifnya di 

sama ratakan, „kan nggak adil untuk pengusaha parkir tetap dan 

untuk lahan parkir yang nggak memungut biaya parkir.  
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Pewawancara : Oh, begitu ya, Mas. Kalau parkir di gedung pemerintahan kayak 

BPKPD gini bayar nggak sih sebenarnya, Mas? Soalnya kalau 

aku baca di Perda katanya gratis, tapi kemarin waktu awal 

magang, saya kasih uang tukang parkirnya mau. Itu gimana ya, 

Mas? 

Narasumber : Kalau parkir di gedung pemerintahan gini sebenarnya sih gratis. 

Tapi kalau tukang parkirnya kamu kasih uang, ya nggak apa-apa. 

Bebas aja, mau di kasih uang dia terima, nggak di kasih juga 

nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada larangan untuk kita ngasih 

atau dia nerima uang parkir. 

Pewawancara : Oh, begitu Mas. Kalau proses penagihannya sendiri bagaimana  

ya, Mas? 

Narasumber : Kalau nagihnya gampang-gampang susah untuk parkir. Karena 

kalau hotel „kan tinggal langsung ke meja resepsionis, bertemu 

dengan managernya, sudah. Begitupun restoran. Tinggal datang 

ke restorannya, sampaikan surat teguran, beres. Kalau parkir? 

Syukur-syukur kalau tukang parkirnya ada di tempat. Kadang 

kalau tukang parkirnya sudah nggak ada di tempat, surat teguran 

sama BAP-nya aku bawa balik ke kantor. Besok di datengin lagi 

ke tempatnya. Gitu terus sampai ketemu dengan Wajib Pajaknya. 

Hotel dan restoran juga enak, ada tempatnya. Nah kalau parkir? 

Nggak ada. Rata-rata tempat parkir ya di pinggir jalan, istilah 

kerennya outdoor.  

Pewawancara : Panas banget pasti ya, Mas? Apalagi kalau nagih waktu siang. 

Narasumber : Panas banget! Apalagi Surabaya kalau siang panasnya ampun-

ampunan. Belum lagi kalau sudah ketemu Wajib Pajak, mereka 

malah bilang nggak tahu cara bayar pajaknya gimana. Alasannya 

karena sekarang sistemnya online, mereka nggak paham gimana 

caranya. Kadang aku sampai nolongin ngisi e-SPTPD mereka, 

biar cepat bayar pajak. 

Pewawancara : Kok bisa gitu ya, Mas? Apa tidak di beri sosialiasi oleh BPKPD?  

Narasumber : Sudah. Tapi kadang mereka bilangnya masih nggak paham, lupa, 

nggak bisa, macam-macam lah alasannya.  

Pewawancara : Wah, repot juga kalau begitu ya, Mas. 
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Narasumber : Iya. Begitu lah susahnya kalau parkir. Karena rata-rata tukang 

parkir di Surabaya ya cuma lulusan SD. Ya ada sih beberapa 

yang lulusan SMP atau SMA. Bahkan ada yang buta huruf. 

Repot kalau sudah ketemu (Wajib Pajak) yang nggak bisa baca 

tulis gitu. 

Pewawancara : Oh, iya, Mas. Kemarin saya lihat ada orang sepertinya bukan 

pegawai kantor sini sedang menunggu Bu Nur di depan 

ruangannya. Itu siapa ya, Mas? 

Narasumber : Itu biasanya Wajib Pajak yang mau minta keringanan pajak. 

Habis di tempelin stiker kuning biasanya kalo Wajib Pajak 

sampai datang ke sini. 

Pewawancara : Stiker kuning ini stker peringatan itu ya, Mas? Kenapa sampai 

bisa di tempelin stiker, Mas? 

Narasumber : Karena dia nunggak pajak, di kirimin surat teguran sampai 3 kali 

nggak di gubris. Akhirnya dilakukan penempelan stiker 

peringatan supaya ada efek jera. Mereka datang ke sini karena 

merasa keberatan, atau merasa sudah bayar pajak. Setiap pasang 

stiker, Bu Nur pasti mencari orang yang bertanggung jawab 

terhadap tempat itu. Misalnya lahan parkir Toko “A”. nanti pasti 

Bu Nur yang bicara dengan penanggung jawab parkir Toko “A” 

itu. Beberapa orang BPKPD lainnya dengan Satpol PP yang 

mengurus penempelan stikernya. Apabila keberatan atau tidak 

terima, sama Bu Nur disuruh ke kantor untuk diskusi. Stikernya 

tetap dipasang. Nanti anak magang bakal di ajak nempel stiker 

kok sama Bu Nur. Kamu bisa tanya-tanya dan merasakan sendiri 

bagaimana proses penempelan stiker itu. 

Pewawancara : Wah, pasti seru itu. Oh iya, Mas. Mereka yang datang ke sini 

biasanya membahas apa saja ya, selain meminta keringanan? 

Narasumber : Banyak. Ada Wajib Pajak yang saat tempat parkirnya di tempeli 

stiker mengaku sudah bayar pajak. Ternyata setelah dicek ulang 

dengan data yang ada di kantor, Wajib Pajak hanya melaporkan 

SPTPD saja, tapi nggak bayar (pajaknya). Ada juga yang 

bilangnya nggak ingat omzetnya berapa, soalnya lupa nggak 

dicatat berapa orang yang parkir di sana. Padahal dia ngisi omzet 

sendiri, milih tarif pajak ya sendiri. Soalnya di sini sistemnya 

MPS, mirip-mirip self assessment system PPh yang laporan 
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penghasilan itu. Kadang yang gitu itu emang sengaja supaya 

nggak bayar pajak, atau minim di kasih keringanan. Macam-

macam lah alasannya. Makanya, Wajib Pajak di suruh datang ke 

kantor, biar (Wajib Pajak) yang seperti itu bisa di minimalisir. 

Biasanya, Wajib Pajak yang minta pengurangan pajak cuma 

dapat keringanan berupa cicilan, jarang banget yang dapat 

pengurangan pajak. 

Pewawancara : Lalu, apabila Wajib Pajak sudah membayar, sudah tidak ada 

tunggakan lagi, stiker kuningnya apa dibiarkan begitu saja, Mas? 

Narasumber : Oh, tidak. Kalau sudah lunas dan tidak ada tunggakan, nanti kami 

diperintahkan untuk melepas stiker itu. Hanya pihak BPKPD saja 

yang boleh menempel dan melepas stiker itu, karena penempelan 

dan pelepasan stiker ada BAP-nya juga yang di tandatangani oleh 

staf penagihan BPKPD.  

Pewawancara : Kalau misal Wajib Pajak bersedia membayar pajak, tapi merasa 

berat kalau bayarnya langsung lunas, apa boleh mengajukan 

angsuran, Mas? 

Narasumber : Boleh. Nanti Wajib Pajak tinggal menyiapkan KTP sama Surat 

Pernyataan bersedia mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah 

pihak. Kedua belah pihak ini ya pihak Wajib Pajak dan BPKPD. 

Untuk jangka waktu dan nominal angsurannya kita (BPKPD) 

yang tentukan. Nanti nominal dan jangka waktunya di sesuaikan 

sama jumlah tunggakan Wajib Pajaknya juga, jadi nggak asal 

kasih nominal dan jangka waktu. 

Pewawancara : Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya banyak 

pertanyaan. 

Narasumber : Sama-sama. Nanti kalau ada yang mau di tanyakan lagi langsung 

tanya saja, jangan sungkan-sungkan. 

Pewawancara : Iya, Mas. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi akan 

langsung saya tanyakan.  
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